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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran implementasi PKH di
Kabupaten Nunukan serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung
dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode deskriptif.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: (1) Wawancara
mendalam (deep interview) dan (2) Studi dokumentasi. Data primer diambil
dengan teknik purposive sampling dari 30 orang di Kecamatan Nunukan
Kabupaten Nunukan. Data hasil observasi dianalisis secara deskriptif, sedangkan
data hasil studi dokumentasi dan wawancara mendalam dianalisis secara
kualitatif. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah
tersedia melalui alat pengumpul data, yaitu kuesioner, wawancara, observasi, dan
dokumen resmi dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi PKH  di Kabupaten
Nunukan sudah berjalan dengan baik, hal ini ditandai pada proses perencanaan,
pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. (1)
Faktor pendukung meliputi (a) Komunikasi, materi yang disampaikan oleh tenaga
pendamping sudah jelas dan konsisten yang bersumber dari pedoman umum PKH
dan dapat dipahami secara keseluruhan oleh peserta PKH.(b) Sumberdaya PKH
yang tersedia di Kecamatan Nunukan meliputi 1 orang pendamping dan 1 orang
koordinator kabupaten merangkap tenaga pendamping.(c) Struktur birokrasi,
pelaksana kegiatan PKH di lapangan sudah dilengkapi dengan Srandard
Operating Prosedures (SOPs) dan setiap staf atau pegawai PKH memiliki tugas
dan tanggung jawab masing-masing. (2) Faktor penghambat meliputi (a)
Komunikasi, pada variabel transmisi yaitu kurangnya pelaksanaan sosialisasi di
tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.(b) Sumberdaya, belum tersedia fasilitas
berupa sekretariat Unit Pengelola PKH di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.
(c) Disposisi, pengangkatan staf PKH yang ada, masih menjadi wewenang
KementerianSosial, dan sampai saat ini tenaga pendamping tidak memiliki
insentif dan biaya operasional untuk ke lapangan. Hasil penelitian terhadap
Implementasi PKH di Nunukan, disarankan beberapa hal sebagai berikut: (1)
Pelaksanaan sosialisasi perlu ditingkatkan pada wilayah kecamatan, kelurahan dan
desa. (2) Perlunya pendanaan sheering dari pemerintah daerah, untuk operasional
sekretariat UPPKH dan tenaga pendamping di lapangan. (3) Menyediakan
sekretariat UPPKH pada tingkat kecamatan dan kelurahan/desa (4) Rekrutmen
staf PKH, melibatkan pemerintah daerah, agar penempatan di wilayah kerja sesuai
dengan tempat tinggalnya

Kata Kunci:Program Keluarga Harapan, Kemiskinan
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Implentation Of Prospect Family Program

Pirdaus
(daus7lut@gmail.com)
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Abstract

This research aims to analyze Implementation of prospect family program (PKH)
in Nunukan regency and support also obstacle factors. This resource use
qualitative approachment by descriptive method. The accumulation data by 1.
Deep interview and 2. Documentation study. The source of information is taken
by purposive sampling tehcnique from 30 people in Nunukan regency. The result
observation data is analyzed by descriptive, whereas the result of documentation
and deep interview is analyzed by qualitative. Process analyze data is started with
review the available data, which is gotten from result accumulation data with
quisioner, interview, observation, and the formal document with stage reduction
data, data presentation and conclusion.The result of research refer that
implementation PKH in Nunukan regency generally be going on a good, it is
marked on the planning process, realization, and the activity solution has done
with the condition. (1) The factors support of implementation PKH in Nunukan
regency are : (a) Communication, the material presented by associate has clear
and the consistent from generall directive of PKH and also understanding all of by
participant PKH. (b) The available resources of PKH in Nunukan regency
including 1 associate and 1 coordinator concurrently the associate (c) Bureaucracy
structure, the implementation of PKH in field already comlpeted with Standard
Operating Procedures (SOPs) and every staff or the employee of PKH has duty
and each resposibility. (2) The factors of obstacle are (a) Communication, in the
transmission variable consist decreasing implementation of socialization in
subdistrict, district, and village. (b) The resources, unavailable the facility the unit
of secretariat organizer PKH in subdistrict, district, and village. (¢) Disposition,
the elevation staff of PKH become authority of Ministry of social, and until now
the associate not have the incentive and the operational costs for the field. The
result of research refer that implementation PKH in Nunukan regency, suggested a
few things : (1) The implemenation of socialization has incerasing in subdistrict,
district, and village. (2) Need the funding of Sheering from local government for
operational secretary UPPKH and associate in the field. (3) Providing the
secretary UPPKH in subdistrict and district/village. (4) Recruitment the staff of
PKH, with involves the local government, for placement in region accordance
with the resident.

Keywords : Prospect Family Program, Poverty
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BAB1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian
Daerah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk
memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan
diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah
Kabupaten Nunukan dan Kecamatan Nunukan.
1. Kabupaten Nunukan
a. Kondisi Geografis
Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten yang
terletak di wilayah utara Provinsi Kalimantan Utara dan berbatasan
langsung dengan Negara Malaysia. Secara geografis letaknya
antara 115°33' sampai dengan 118°3" Bujur Timur dan 3°15'00"
sampai dengan 4°24'S5" Lintang Utara. Batas wilayah dari
Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :
1) Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia
Timur-Sabah,
2) Sebelah sebelah Timur dengan Laut Sulawest,
3) Sebelah sebelah Selatan dengan Kabupaten Tidung dan
Kabupaten Malinau,
4) Sebelah sebelah Barat berbatasan langsung dengan Negara

Malaysia Timur-Serawak.
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Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan
perbukitan terjal terdapat di sebelah utara bagian barat, perbukitan
sedang di bagian tengah dan dataran bergelombang landai di bagian
timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur. Perbukitan terjal
di sebelah utara merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian
1.500 m - 3.000 m di atas permukaan laut. Kemiringan untuk
dacrah dataran tinggi berkisar antara 8 - 15%, sedangkan untuk
daerah perbukitan memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu di
atas 15%.

Kabupaten Nunukan berada di wilayah khatulistiwa yang
memiliki iklim tropis, sehingga mengalami 2 musim yaitu musim
kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin
muson, yaitu Muson Barat pada Bulan November-April dan angin
Muson Timur pada Bulan Mei-Oktober. Berdasarkan pengamatan
yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Nunukan pada Tahun 2013,
Nunukan mengalami iklim panas dengan suhu udara rata-rata
27.50%.Suhu udara terendah 23,70 terjadi pada Bulan Juli dan
Agustus, dan tertinggi 32,80° pada Bulan Maret. Suhu udara
Nunukan yang cenderung panas dipengaruhi oleh topografi Pulau
Nunukan yang dikelilingi laut.

Walaupun mengalami suhu udara yang cukup panas, namun
karena diimbangi oleh wilayah hutan yang cukup luas, Pulau
Nunukan mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang

relatif tinggi. Pada Tahun 2013 kelembaban udara berkisar antara
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47,0% sampai dengan 100,0%, sedangkan rata-rata curah hujan
mencapai 194,8 mm3, dengan curah hujan tertinggi 422,4 mm3
pada Bulan Agustus dan terendah 99,3 mm3 pada Bulan Januari.
Rata-rata kecepatan angin mengalami perubahan dari Tahun lalu,
yaitu menjadi 3,5 knots. Persentase penyinaran matahari rata-rata
60%, terendah 44% pada Bulan Januari sedangkan tertinggi

mencapai 82% terjadi pada Bulan Maret.

Gambar 4.1
Peta Administrasi Kabupaten Nunukan
Sumber : Bappeda Kabupaten Nunukan

b. Kabupaten Nunukan sebagai Kawasan Perbatasan
Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kawasan yang
berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Dimana
dari 5 Kabupaten/Kota yang berada di Kalimantan Utara hanya
terdapat dua kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara
tetangga Malaysia yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten

Malinau.
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Daerah perbatasan merupakan wilayah strategis sekaligus
daerah rawan terkait dengan masalah-masalah pertahanan dan
keamanan negara. Oleh karenanya sangat perlu untuk mendapatkan
perhatian yang lebih besar khususnya yang menyangkut
pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi
produktif masyarakat dan keamanan. Selama ini daerah perbatasan
masih identik dengan daerah yang terisolir, terpencil, terbelakang
dalam berbagai macam aspek kegiatan baik sosial, ekonomi,
budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Disparitas pembangunan khususnya di daerah perbatasan
dan non-perbatasan yang masih terjadi memang merupakan
akumulasi dari berbagai masalah yang sangat kompleks antara lain
meliputi:

1) Kebijakan di masa lalu yang belum berpihak kepada kawasan-
kawasan tertinggal dan terisolir.

Selama beberapa puluh tahun kebelakang masalah
perbatasan masih belum mendapat perhatian yang cukup dari
pemerintah. Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan
yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih
mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk,
aksesnya mudah, dan potensial, sedangkan kebijakan
pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan
tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum

diprioritaskan.
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2) Kurangnya sarana dan prasarana trasnportasi serta komunikasi.
Ketersediaan prasarana dan sarana, baik sarana dan
prasarana wilayah maupun fasilitas sosial ekonomi masih jauh
dari memadai. Jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat
maupun laut masih sangat terbatas, yang menyebabkan sulit
berkembangnya kawasan perbatasan, karena tidak memiliki
keterkaitan sosial maupun ekonomi dengan wilayah lain.
Kondisi prasarana dan sarana komunikasi seperti
pemancar atau transmisi radio dan televisi serta sarana telepon
di kawasan perbatasan umumnya masih relatif minim.
Terbatasnya sarana komunikasi dan informasi menyebabkan
masyarakat perbatasan lebih mengetahui informasi tentang
negara tetangga daripada informasi dan wawasan tentang
Indonesia. Ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi
seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah, dan pasar juga
sangat terbatas. Hal ini menyebabkan kawasan perbatasan sulit
untuk berkembang dan bersaing dengan wilayah negara
tetangga.
Karena sulitnya transportasi mengakibatkan kebutuhan
pokok masyarakat harganya menjadi mahal, di lain pihak hasil-
hasil produksi masyarakat di bidang pertamian tidak dapat

dipasarkan ke kota.
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3) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Sebagai dampak dari minimnya sarana dan prasarana
dibidang pendidikan dan kesehatan, kualitas SDM masyarakat
di sebagian besar kawasan perbatasan masih rendah.
Masyarakat belum memperoleh pelayanan kesehatan dan
pendidikan sebagaimana mestinya akibat jauhnya jarak dari
permukiman dengan fasilitas yang ada.

Optimalisasi potensi sumber daya alam dan
pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan akan sulit
dilakukan. Rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, serta
kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang
menghambat pengembangan ekonomi kawasan perbatasan
untuk dapat bersaing dengan wilayah negara tetangga.

4) Tingginya angka kemiskinan.

Kemiskinan menjadi permasalahan yang terjadi di
setiap kawasan perbatasan baik laut maupun darat. Hal ini
dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga miskin di kawasan
perbatasan serta kesenjangan sosial ekonomi dengan
masyarakat di wilayah perbatasan negara tetangga. Hal ini
disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor, seperti rendahnya
mutu  sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur
pendukung, rendahnya produktifitas masyarakat dan belum
optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan

perbatasan.
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kemiskinan

masyarakat di kawasan perbatasan mendorong masyarakat

ilegal guna

pemekaran

Kabupaten Bulungan pada Tahun 1999 memiliki luas wilayah

sekitar 14.247,50 km? pada Tahun 2015 ini terdiri dari 16

Kecamatan yang meliputi 232 desa dan 8 kelurahan. Untuk lebih

jelasnya tentang luas dan pembagian wilayah seperti terlihat pada

Tabel 4.1

Tabel 4.1

Banyaknya Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan di
Kabupaten Nunukan Tahun 2014

No Kecamatan Jumlah Luas
Desa/Kelurahan
1 Krayan Selatan 24 1.757.66
2 | Krayan 65 1.834,74
3 | Lumbis Ogong 49 3.357,01
4 | Lumbis 28 290,23
5 | Sembakung Atulai 10 277,72
6 | Sembakung 10 1.764,94
7 | Sebuku 10 1.608.48
8 Tulin Onsoi 12 1.513,36
9 | Sei Manggaris 4 850,48
10 { Nunukan 5 5645
11 | Nunukan Selatan 4 181,77
12 | Sebatik Barat 4 93,27
13 | Sebatik 4 51,07
14 | Sebatik Timur 4 39,17
15 | Sebatik Tengah 4 4771
16 | Sebatik Utara 3 15,39
Luas Total 14.247,50 |

L
Sumber : BPS, Tahun 2015



42826.pdf
30

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa
Kecamatan Krayan memiliki jumlah desa yang paling banyak yaitu
65 desa dengan luas 1.834,74 KM? dan Kecamatan Sebatik Utara
memiliki desa yang paling sedikit yaitu sebanyak 3 desa dengan
luas 15,39 KM2.

. Demografis Kabupaten Nunukan

Penduduk Kabupaten Nunukan pada Tahun 2014 berjumlah
170.042 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 11,93
jiwa/km2. Dari enam belas kecamatan yang ada terlihat bahwa
Kecamatan Sebatik Utara memiliki kepadatan penduduk tertinggi,
yaitu 356,27 jiwa/km2 diitkuti oleh Kecamatan Sebatik Timur
dengan kepadatan 310,34 jiwa/km2, sedangkan untuk kecamatan
lainnya, kepadatan penduduk yang ada hanya berkisar antara 1,18 ~
144,81 jiwa/km?. Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis
kelamin, terlihat bahwa pada Tahun 2014 jumlah penduduk laki-
laki di Kabupaten Nunukan masih lebih banyak dibanding
perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin 114,65 artinya pada
setiap 100 orang perempuan terdapat 114 — 115 orang laki-laki.
Untuk lebih jelasnya tentang jumlah dan kepadatan penduduk

perkecamatan seperti terlihat pada Tabel 4.2
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Tabel 4.2
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten
Nunukan Tahun 2014

No Kecamatan Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Kepadatan
1 | Krayan Selatan 1.097 982 2.079 1,18
2 | Krayan 3.670 3.153 6.823 3,72
3 [ Lumbis Ogong 2.665 2.544 5.209 1,55
4 { Lumbis 2.570 2.331 4.901 16,89
5 | Sembakung Atulai 1.421 1.301 2.722 9,80
6 | Sembakung 3.052 2.792 5.844 3,31
7 | Sebuku 6.260 5.164 11.424 7,10
8 | Tulin Onsoi 4327 3.187 7.513 4,96
9 | Sei Manggaris 4.857 3.854 8.711 10,24
10 |} Nunukan 31.396 27.827 59.233 104,91
11 | Nunukan Selatan 10.207 8.510 18.717 102,97
12 | Sebatik Barat 4.077 3.530 7.606 81,55
13 | Sebatik 2.430 2.080 4.510 88,31
14 | Sebatik Timur 6.224 5.932 12.156 310,34
15 | Sebatik Tengah 3.776 3.345 7.121 149,26
16 | Sebatik Utara 2.796 2.687 5.483 356,27

Jumlah [ 170042 11,93

Sumber : BPS, Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dan 16 kecamatan

yang ada Kecamatan Nunukan memiliki jumlah penduduk yang

paling banyak yaitu 59.233 jiwa hal ini disebabkan karena

Kecamatan Nunukan merupakan ibu kota kabupaten, sementara

Kecamatan Krayan Selatan yang merupakan salah satu kecamatan

yang terisolir dan tertinggal serta perbatasan langsung dengan

Negara Malaysia memiliki penduduk yang paling sedikit yaitu

hanya 2.079 jiwa.

Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan

Dengan kondisi geografi dan wilayah adminsitrasi yang

begitu sulit dan luas, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah
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daerah untuk terus berupaya menyediakan berbagai fasilitas
kebutuhan dasar berupa sarana dan prasarana pendidikan dan
kesehatan di seluruh wilayah dengan tujuan meningkatkan
sumberdaya manusia yang berkualitas agar dapat bersaing dengan
derah-daerah yag ada di sekitarnya.

Sampai dengan Tahun 2016 di Kabupaten Nunukan telah
dibangun sarana pendidikan diseluruh kecamatan, dari tingkat

dasar sampai dengan tingkat atas. seperti terlihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
Sarana Pendidikan di Kabupaten Nunukan Tahun 2016
JUMLAH SEKOLAH *J
NO KECAMATAN ™ RA SD » mB SHP MTS SMA SMK A TOTAL
— M - —f L —4 WL
N S N S N S N s N s N S N S N S NS N S
N U L__ﬁt__ |
1 JKRAYAN ol3lofols]2r]olofolojojznl4]lofo]lola}1]21]0lo]o|a] a2
2 [LumBis of1i0io]{1]1w]|olojolofolte}2{ofofo|2f1{0{oflojojolt] 14
3 |SEMBAKUNG ol1]ojo]1|1 o]ololo]ol1slejololo|6|1]|0|0lo]lo|o| 1] 28
4 [NUNUKAN ololola|nz{13]alolal1[of20]3lafoi2]sl2]{2]1l1]0]2]8] 48
5 [SEBATIK of2lololz{2]olof1]lolo{3l2]1fo{o{a]1]ojol1]olol2] 1
§EEBUKU7 ) 0oj4fo0 O{LMOUBLOLOQ" 3LOLo Lo 3l1{0|lolojolo|1] 18
7 |kravansetataN (o |1]olof1[6(ofofojojofel3]ofofajalt]|olaf{afo]olt] n
| 8 |SEBATIK BARAT ol27olof2]s (2}ojolojolsl2]olololz]|ofoj1]olofol1]|
9 [NUNUKANSELATAN |112 0lo|a|5]2]o|1]lofo 8 3|2]o 1|6|1]0]|0|o|a|z]3]| 2
10|SEBATIK TIMUR ol2tol2[a4l3lojoja]lo]lol7lolofol2i2l0lofol1]ol1]2] 1
11{SEBATIK UTARA 111(o0lofl2]2fofo]+]ojoi{a{1]ofoj{1l2{ol1{0{o0joio 1] 8
12|SEBATIK TENGAH ol2{oloj2]6]ojololojols|2][o]ojol2]1{ojojojolol1]|n
13|SEIMENGGARIS o{l1/oj{o[1]4{olofojof{o({al2]of{olol2[{0]o]1]lo[0i0|1] 8
1
14|TULIN ONSOL oj+jofof1]stojo]olofo|af2lofofol2[ofofr]ojolof1] 12
— % R R s o JRUEES BINESS SR A i B I RS SRS SN SIS
15|LUMBIS OGONG ojojo,o|o|10|ojolololol1{alofolol3lofofo]o0]o0 D o] 1
[15]LUMBIS OGONG 1 0 210110101919 L Rl (Ll B Lot L
JUMLAH | 2 {32] 0|6 [39]124] 8] 0]10] 1|0 1as[3s]7 [0 6 [s1{10]5|5[3]0]5 28] 21

Sumber : Dinas Pendla;kz:n KZb. Nunukan

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dari 16 kecamatan
yang ada Kecamatan Nunukan memiliki sarana pendidikan yang
paling banyak vyaitu 49 sekolah hal ini disebabkan karena
Kecamatan Nunukan merupakan ibu kota kabupaten dengan jumlah
penduduk yang paling tinggi sehingga jumlah siswanya, sementara
Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sei Manggaris hanya

memiliki masing-masing 8 sarana pendidikan dari tingkat TK, SD,
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SMP dan SMA, hal ini disebabkan oleh adanya pemekaran wilayah
dimana sebelumnya Kecamatan Sei Manggaris merupakan wilayah
dari Kecamatan Nunukan sehingga saran pendidikan yang
dibangun letakknya banyak di wilayah Kecamatan Nuunukan,
begitu pula dengan Kecamatan Sebatik Utara, dimana sebelumnya
masih bergabung dengan Kecamatan Sebatik Induk dan sarana
pendidikan lebih banyak dibangun di Kecamatan Sebatik Induk.

Urusan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan kualitas
dan kuantitas sarana kesehatan serta kemampuan tenaga
kesehatan. Upaya yang dilakukan adalah penyediaan pembiayaan
kesehatan bagi masyarakat miskin, penyediaan obat dan peralatan
medis yang memadai, pencegahan, pemberantasan dan
pengendalian penyakit menular, termasuk penanggulangan
kejadian luar biasa.

Sarana pelayanan kesehatan di Kesehatan di Kabupaten

Nunukan, seperti terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Sarana Kesehatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2016

No Fasilitas Kesehatan Jumlah Keterangan

1 Rumah Sakit Umum Daerah | 1 unit Status Badan
Layanan Umum
Daerah.

2 Rumah Sakit Pratama 2 unit Proses pembangunan

3 Puskesmas 16 unit | Pelayanan 24 jam

4 Puskesmas Pembantu 89 unit

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Nunukan
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Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa
sarana kesehatan yang paling lengkap adalah Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) yang sudah berstatus Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) dan berada di ibu kota Kabupaten
Nunukan. Untuk Rumah Sakit Pratama yang berada di
Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Krayan sampai saat ini
belum ber operasi karena masih dalam tahap pembangunan.

Puskesmas yang ada di Kabupaten Nunukan berjumlah
16 puskesmas dan berada di setiap kecamatan, guna
membatu pelayanan pada tingkat desa pemerintah daerah
membangunan  sarana  penunjang  kesehatan  berupa
Puskesmas Pembantu.

Jumlah tenaga kesehatan yang berada pada Puskesmas
di Kabupaten Nunukan tercatat sebanyak 318 tenaga

kesehatan, seperti terlihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5

Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Nunukan
Tahun 2016

No Tenaga Kesehatan Jumlah

1 Dokter Umum 44 orang
2 Dokter gigi 14 oran?
3 Bidan 74 orang
4 Perawat/ Perawat Gigi 130 orang
5 Tenaga Kefarmasian 10 orang

6 Apoteker 7 orang

7 Tenaga Kesehatan Masyarakat 14 orang

8 Tenaga Kesehatan Lingkungan 12 orang
9 Tenaga Ahli Gizi 12 orang
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10 | Tenaga Fisioterapis 1 orangJ

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Nunukan

Dari tabel diatas terlihat bahwa tenaga kesehatan
berupa perawat/perawat gigi dan bidan meiliki jumlahnya
paling banyak yaitu 130 orang perawat dan 74 bidan, hal ini
disebabkan karena tenaga kesehatan tersebut sangat di
perlukan untuk ditempatkan di Puskesmas Pembantu.
Sementara tenaga fisioterapis yang jumlahnya hanya 1
orang ditempatkan di Puskesmas Nunukan.

Sedangkan untuk pelayanan kesehatan pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan saat ini tenaga
kesehatan yang ada sebanyak 209 orang, seperti terlihat pada
Tabel 4.6

Tabel 4.6

Tenaga Medis dan Para Medis di RSUD Kabupaten Nunukan
Tahun 2015

No | Tenaga Medis dan Para Medis Jumlah
1 | Dokter Umum 9 orang
2 | Dokter Gigi 3 orang
3 | Spesialis Radiologi 1 orang
4 | Spesialis Penyakit Dalam 1 orang
5 | Spesialis THT 1 orang
6 | Spesialis PK (Patalogi Kliinik) 1 orang
7 | Spesialis Paru 1 orang
8 | Spesialis Bedah 1 orang
9 | Spesialis Kulit Kelamin 1 orang
10 | S1 Keperawatan (Ners) 18 orang
11 | S1 Keperawatan 1 orang
12 | D4 Keperawatan 6 orang
13 | D3 Keperawatan 107 orang
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14 | D4 Keperawatan Anestesi 1 orang
15 | D3 Keperawatan Anestesi 2 orang
16 | D4 Kesehatan Jiwa 0 orang
17 [ SPK 6 orang
18 | D4 Kebidanan 4 orang
19 | D3 Kebidanan 40 orang
20 | D1 Kebidanan 2 orang
21 | D3 Perawat Gigi 1 orang
22 | D3 Teknik Gigi 1 orang
Jumlah 208 orang

Sumber : RSUD Kabupaten Nunukan

Dari tabel diatas terlihat bahwa tenaga kesehatan
berupa D-3 Keperawatan yang paling banyak yaitu 107 orang,
dan yang paling sedikit adalah tenaga kesehatan spesialis, S-1
keperawatan, D-3 perawat gigi dan teknik gigi dengan jumlah
masing-masing 1 orang, hal ini disebabkan Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan mengacu pada
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 201 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Dalam peraturan
tersebut RSUD Kabupaten Nunukan masuk dalam kriteria
type C dengan jumlah tempat tidur sebanyak 100 buah.

Sesuai type rumah sakit tersebut, maka seluruh tenaga
kesehatan yang ada di distribusikan pada ruang perawatan
inap yang ada yaitu Ruang Anggrek, Bougenville, Cempaka,
IGD, ICU, OK dan Poli Rawat Jalan.

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Nunukan
Berdasarkan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu

(PBDT) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 dan hasil
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upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat
miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan
sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai
kemiskinan yang terjadi selama ini. Program ini merupakan bantuan
tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan
kesehatan.

Dengan PKH peserta Keluarga Sangat Miskin (KSM) memiliki
akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar
seperti  pendidikan, kesehatan, pangan dan gizi, termasuk
menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan
sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat msikin.

Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia, serta mengubah perilaku peserta PKH yang relatif
kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Secara khusus, tujuan
PKH terdirni atas:

a. Meningkatkan kualitas kesehatan Rumah Tangga Sangat Miskin
(RTSM) atau Keluaraga Sangat Miskin (KSM).
b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM
c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan
kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM.
Program ini pada prinsipnya memberikan bantuan tunai kepada
rumah tangga sangat miskin melalui persyaratan terkait dengan
pengembangan sumberdaya manusia, yaitu menyekolahkan anak usia

wajib belajar, pemeriksaaan kesehatan terhadap ibu hamil dan balita,
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serta memberikan makanan bergizi kepada anak-anaknya. Bantuan
tunai ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran rumah
tangga miskin untuk jangka pendek dengan sasaran rumah tangga
sangat miskin yang mempunyai anak usia 0-17 Tahun dan ada wanita
usia subur yang sedang hamil.
B. Hasil
1. Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Nunukan
a. Proses Implementasi PKH meliputi :
1) Penyusunan Rencana Kegiatan PKH
Pada aspek penyusunan rencana kegiatan, PKH sudah
direncanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Nunukan setiap Tahun dan sudah sesuai
dengan mekanisme perencanan pembangunan daerah yaitu
Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 08 Tahun 20108 tentang Tahapan, tatacara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah. Hal ini di tunjukan pada setiap tahun
dokumen kegiatan PKH telah termuat dalam dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) di
Satuan Kerja Pemerintah Daerah ( SKPD)
Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran
yang disediakan untuk dana sheering pada kegiatan PKH di
Dinas Sosial dan Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Nunukan sangat kecil yaitu hanya Rp. 30.000.000,- pada Tahun
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2016 dan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan

[

Sosial menyatakan bahwa * pendanaan tersebut hanya cukup
digunakan sekali untuk rapat koordinasi dengan tenaga
pendamping yang ada diseluruh kecamatan”.
Pelaksanaan Kegiatan PKH
a) Proses Penetapan Sasaran
Proses penetap sasaran didasarkan atas basis data
terpadu dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskina (TNP2K) yang bersumber dari hasil pendataan
Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 oleh Badan
Pusat Statistik (BPS). Data KSM yang dipilih sebagai calon
peserta PKH adalah KSM yang memenuhi salah satu kriteria
berikut :
e Ibu hamil/nifas
e Anak pra sekolah
e Anak usia SD
e  Anak usia SMP
¢  Anak usia SMA
e Anak berusia 15-18 Tahun namun belum menyeiesaikan
pendidikan dasar,
e Anak penyandang disabilitas berusia 0 — 21 Tahun.
Berdasarkan hasil penelitian jumlah peserta PKH di

Kecamatan Nunukan sebanyak 370 KSM dengan jumlah
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komponen sebanyak 1.240 orang, untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada Tabel 4.9.
Tabel 4.9
Jumlah Peserta PKH di Kecamatan Nunukan
Jumlah . . Anak | Anak | Anak | Jumlah
No Kelurahan Pengurus Bumil | Balita | Apras SD | SMP | SMA | Komponen
1 | Binusan 56 0 28 0 33 49 16 176
2 | Nunukan Barat 143 5 97 0 221 98 46 467
Nunukan
3 | Tengah 100 0 92 0] 143 84 31 350
Nunukan
4 | Timur 57 i 50 0 85 39 20 195
5 | Nunukan Utara 14 0 8 0ol 24| 11 9 52
JUMLAH 370 6 275 0} 556} 281 122 1240

Sumber : UPPKH Kab. Nunukan Tahun 2016

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa jumlah

komponen dan jumlah pengurus terbanyak ada di Kelurahan

Nunukan Barat kemudian diikuti oleh Kelurahan Nunukan

Tengah, Kelurahan Nunukan Timur, Desa Binusan dan

Terkahir Kelurahan Nunukan Utara.

Kelurahan Nunukan Barat yaitu

KSM terbanyak di Kecamatan Nunukan adalah di

sebanyak 467 KSM

sedangkan yang paling sedikit adalah di Kelurahan Nunukan

Utara yaitu 52 KSM.

b) Penyaluran bantuan

Berdasarkan pedoman umum besaran bantuan untuk

setiap peserta PKH perbedaan sesuai dengan komposisi

anggota keluarga yang ada pada KSM tersebut.

Variast
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bantuan yang diterima peserta PKH seperti terlihat pada
Tabel 4.10

Tabel 4.10
Variasi Nominal Bantuan/Tahun Berdasarkan Komponen

BANTUAN BERDASARKAN KOMPONEN

NO | BATUAN TETAP Bumil/ Nifas/Balita] AnakSD | Anak SMP | Anak SMA TOTAL BANTUAN
1 500.000,00 1.200.000,00 | 450.000,00 | 750.000,00 { 1.000.000,00 3.900.000,00
2 500.000,00 1.200.000,00 | 450.000,00 | 750.000,00 - 2.900.000,00
3 500.000,00 1.200.000,00 | 450.000,00 - - 2.150.000,00
4 500.000,00 1.200.000,00 - | 750.000,00 | 1.000.000,00 3.450.000,00
5 500.000,00 1.200.000,00 - { 750.000,00 - 2.450.000,00
6 500.000,00 1.200.000,00 | 450.000,00 - 1 1.000.000,00 3.150.000,00
7 500.000,00 1.200.000,00 - -1 1.000.000,00 2.700.000,00
8 500.000,00 - | 450.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 2.700.000,00
9 500.000,00 450.000,00 [ 750.000,00 - 1.700.000,00
10 500.000,00 - ] 450.000,00 - - 950.000,00
11 500.000,00 - - | 750.000,00 | 1.000.000,00 2.250.000,00
12 500.000,00 - - { 750.000,00 - 1.250.000,00
13 500.000,00 - | 450.000,00 - 1 1.000.000,00 1.950.000,00
14 500.000,00 - - - | 1.000.000,00 1.500.000,00

Sumber : UPPKH, 2016

Berdasarkan tabel tersebut diatas, jumlah dana yang

diterima oleh peserta PKH disesuaikan dengan komponen

yang ada pada keluarganya. Dana maksimal yang bisa

diterima oleh KSM sebesar Rp. 3.900.000,- per Tahun dan

dana minimal yang dapat diterima sebesar Rp. 950.000,-

Seluruh anggota rumah tangga yang menjadi penerima

bantuan PKH, seperti yang tertera pada Tabel

4.9,

diharuskan menjalankan kewajiban sebagai peserta PKH.

Untuk mekanisme pencairan dana peserta PKH setiap

Tahun di lakukan secara bertahap, adapun skema bantuan

setiap tahapnya adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.11
Skema Pembayaran PKH Dalam Satu Tahun
TOTAL BANTUAN TAHAP KE-

BANTUAN 1 T o v
3.900.000,00 1.350.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00
2.900.000,00 1.000.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00
2.150.000,00 862.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00 } 362.500,00
3.450.000,00 1.187.500,00 687.500,00 | 687.500,00 { 687.500,00
2.450.000,00 937.500,00 437.500,00 | 437.500,00 | 437.500,00
3.150.000,00 1.112.500,00 612.500,00 | 612.500,00 | 612.500,00
2.700.000,00 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00
2.700.000,00 1.050.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00
1.700.000,00 800.000,00 { 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00

950.000,00 612.500,00 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00
2.250.000,00 937.500,00 437.500,00 | 437.500,00 | 437.500,00
1.250.000,00 687.500,00 187.500,00 | 187.500,00 | 187.500,00
1.950.000,00 862.500,00 362.500,00 | 362.500,00 | 362.500,00
1.500.000,00 750.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00

Sumber : UPPKH 2016

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai bantuan

yang diterima peserta PKH pada tahap I lebih banyak

dibandingkan dengan tahap selanjutnya, hal ini disebabkan

karena bantuan tetap sebesar Rp. 500.000,- ditambahkan

dengan jumlah komponen yang ada.

Pencairan dana peserta PKH dilakukan di Kantor POS

Indonesia dengan cara memperlihatkan kartu kepesertaan

PKH. Hasil wawancara dengan Kepala PT. POS Indonesia

Wilayah Nunukan disampaikan bahwa : “Kalo sementara di

Nunukan tidak ada masalah, jika ada masalah paling kalo

seperti peserta keluar maka kami komunikasikan dengan

pendamping”.
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Berdasarkan pedoman umum pelaksaan PKH,
peruntukan dari dana yang diterima oleh peserta PKH pada
setiap tahapnya diarahkan untuk keperluan pendidikan dan
kesehatan khususnya bagi anak-anak mereka, seperti
membeli buku tulis, tas, baju dan sepatu sekolah serta
keperluan pemenuhan gizi keluarga.

3) Penyelesaian Kegiatan PKH
Sehubungan dengan kegiatan PKH, para informan
memberikan infromasi yang sama yaitu bahwa kegiatan PKH
setiap Tahun dapat diselesaikan pada setiap akhir Tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Sosial
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Nunukan bahwa :

“ Laporan pertanggungjawaban di berikan dari pendamping ke
Koordinator PKH Kabupaten dan dari Koordinator PKH

2

Kabupaten ke saya....”.
Hal ini diperkuat dari penjelas Kasubid Sosial bahwa “

“ Realisasi kegiatan PKH pada akhir Tahun 2015 sebesar 90
persen..”

Realisasi kegiatan 90% pada PKH merupakan realisasi
keuangan, namun realisasi pelaksanaan fisiknya sudah mencapai
100 %. Realisasi keuangan 90% pada kegiatan PKH disebabkan
karena sebagian harga barang dan jasa yang sudah direncanakan
mengalami perubahan, disamping itu nilai barang dan jasa juga
harus memperhitungakan nilai pajak terhadap barang atau jasa

yang akan di beli atau digunakan.
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Adapun uraian belanja pada kegiatan PKH tersebut adalah
belanja pegawai berupa honorarium kegiatan, belanja barang
dan jasa yang terdiri atas belanja cetak dan foto copy, biaya
makan dan minum pertemuan, biaya perjalanan dinas untuk
pelaksaan sosialisasi dan perjalanan dinas untk koordinasi.

Selanjutnya Koordinator PKH Kabupaten memberikan
penjelasan tentang laporan pertanggung jawaban kegiatan PKH
bahwa :

“Untuk laporan pendamping dibuat setiap Bulan ke Koordinator
PKH Kabupaten dan disampikan ke SKPD dan Koordinator
Wilayah setiap tanggal 8 awal Bulan™.

Namun berbeda dengan penyampaian Camat Nunukan
bahwa :

“ Untuk laporan pelaksanaan PKH Tahun 2015, pendamping
tingkat kecamatan tidak pernah menyampaikan laporannya
kepada camat..”

Hal ini disebabkan karena selama ini pendamping PKH
tingkat kecamatan tidak pernah berkoordinasi dengan pihak
kecamatan, namun langsung berkoordinasi dengan ketua
kelompok penerima manfaat PKH atau dengan ketua Rukun
Tetagga (RT) setempat.

b. Pencapaian Tujuan Kebijakan
Sebagaimana diketahui bahwa tujuan umum dari PKH adalah

untu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta mengubah

prilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatkan
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kesejahteraan, sementara tujuan khusus dari pelaksanaan PKH
adalah :
1) Meningkatkan kualitas kesehatan KSM;
2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KSM;
3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan
kesehatan, khususnya bagi anak-anak KSM.
Dari hasil penelitian terhadap pencapaian tujuan khusus PKH
dapat di uraikan sebagai berikut :
1) Meningkatkan kualitas kesehatan KSM

Pada pelaksanaan PKH bidang kesehatan, peserta
diwajibkan melakukan kunjungan ke puskesmas maupun
jaringannya seperti Puskesmas pembantu (Pustu), Pos kesehatan
desa (Poskesdes), Poliklinik desa (Polindes) dan Pos pelayanan
terpadu (Posyandu) yang terdekat paling lambat satu minggu
setelah peserta PKH menerima kartu PKH. Pada kunjungan
tersebut, peserta wajib memeriksakan bayi/anak/kandunganya
untuk dicatat étatus kondisi kesehatan awal dan dibuatkan jadual
kunjungan berikutnya.

Khusus untuk kelahiran bayi, jika peserta tidak
memungkinkan mendatangi fasilitas kesehatan, kelahiran bayi
bisa ditolong dengan cara mengundang tenaga kesehatan
terlatih, misalnya bidan desa untuk membantu proses kelahiran.

Selain itu agar tetap menjadi peserta PKH kesehatan, ibu
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hamil/balita harus memenuhi dan mengikuti seluruh kewajiban

pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.12
Persyaratan Bantuan PKH Bidang Kesehatan
Sasaran Kewajiban Peserta
Ibu Hamil Melakukan pemeriksaan kehamilan (antenatal

care) sebanyak minimal 4 kali (K1 di trimester
1, K2 di trimester 2, K3 dan K4 di trimester 3)

selama masa kehamilan

Ibu Melahirkan Proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga
kesehatan terlatih

Ibu Nifas Ibu yang telah melahirkan harus melakukan

pemeriksaan atau diperiksa kesehatannya
setidaknya 2 kali sebelum bayi mencapai usia 28
hari

Bayi Usia 0-6 Bulan | Anak berusia di bawah 1 Tahun harus
diimunisasi lengkap dan ditimbang secara rutin

setiap Bulan
5 | Bayi Usia 6-11 Bulan | Mendapat suplemen tablet vitamin A
Anak Usia 1 -5 Dimonitor tumbuh kembang dengan melakukan
Tahun penimbangan secara rutin setiap 1 Bulan;

Mendapatkan vitamin A sebanyak 2 kali
seTahun pada Bulan Februari dan Agustus

Anak Usia5 -6 Melakukan penimbangan secara rutin setiap 3
Tahun Bulan sekali dan/atau mengikuti program
: pendidikan anak usia dini.

Sumber : UPPKH Pusat, 2013

Dengan adanya persyaratan tersebut, peserta diharapkan
dapat memanfaatkan sarana kesehatan yang telah disediakan
sehingga dapat meningkatkan status kesehatan dari peserta yang
masih relatif rendah. Untuk mengukur keberhasilan PKH,
parameter yang menjadi ukuran adalah angka kematian bayi dan
angka kematian ibu  melahirkan.  Gambar  berikut
memperlihatkan perubahan angka kematian bayi dan angka
kematian ibu melahirkan selama tiga Tahun terkahir di

Kecamatan Nunukan.
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m NEONATAL ®mBAYlI = ANAKBALITA mBALTA
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2013 2014 2015

Gambar 4.2
Jumlah Kematian Bayi di Kecamatan Nunukan
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan

Pada Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah kematian
bayi (neonatal, bayi, dan balita) di Kecamatan Nunukan sejak
Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, menunjukkan
kecendrungan menurun yaitu Tahun 2013 sebanyak 24 orang,
Tahun 2014 sebanyak 26 orang dan pada Tahun 2015 sebanyak
22 orang.

! ® HAMIL m BERSALIN = NIFAS

| 3

!

1

2013

 Gambar4.3
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kecamatan Nunukan
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan

Sementara pada Gambar 4.3 terlihat bahwa angka
kematian ibu melahirkan (hamil, ibu bersalin dan ibu nifas) di

Kecamatan Nunukan sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun
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2015 menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu pada Tahun
2013 sebanyak 1 orang, Tahun 2014 sebanyak 3 orang dan pada
Tahun 2015 sebanyak 4 orang.

Meningkatnya angka kematian ibu melahirkan bukan
terajadi di tingkat pelayanan dasar (Puskesams dan Pustu) tetapi
terjadi di pelayanan rujukan yaitu di Rumah Sakit Umum
Daerah, hal ini terlihat dari indikator BOR (Bad of Ratio)
Rumah Sakit Umum Daerah yang masih rendah yaitu hanya 35
%.

Meningkatkan Taraf Pendidikan Anak-anak KSM

Fungsi utama pihak sekolah sebagai penyedia layanan
pendidikan adalah mencatat siswa yang tidak memenuhi komponen
kehadiran yang telah ditentukan yaitu 85 persen dari hari sekolah
setiap Bulannya. Pengecualian dapat diberlakukan pada wiswa
yang absen sakit paling lama 3 hari secara berturut-turut, siswa
tersebut diwajibkan memberikan surat keterangan sakit yang
dikeluarkan oleh dokter atau petugas kesehatan. Tabel 4.13
menunjukkan tingkat kehadiran siswa selama 5 Bulan yang berasal
dari SD 003 Kecamatan Nunukan dan SMP 02 Kecamatan
Nunukan.

Tabel 4.13
Tingkat Kehadiran Siswa Penerima PKH Selama 5 Bulan di
SD.003 Kecamatan Nunukan Tahun 2016

(No { Nama siswa T Bulan Ket
Jan | Feb | Mart | Apl | Mei
1 | MR v v N N v [ KisSc
2 Az 2 N 5 3 N
3 LK N 1 v | 3 v |Kis6c
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4 |SN VNN TN v
5 [MF MIEERERE Vv [Kis6a
6 |z 2 | NN TN v
7 |TL R v

Sumber : SD 003 Kecamatan Nunukan

Berdasarkan Tabel 4.13 terlihat bahwa tingkat kehadiran

siswa penerima PKH mengalami perbaikan, dimana dari 6 siswa

yang diambil sampel-nya, hanya satu siswa yang pernah tidak hadir

melebihi standar yang sudah ditentukan pada pedoman umum PKH

yaitu minimal 85 persen kehadirian untuk setiap Bulannya.

Namunpada Bulan-Bulan berikutnya tingkat kehadiran dari siswa

tersebut sudah lebih baik.

Tabel 4.14

Tabel Tingkat Kehadiran Siswa Penerima PKH Selama 3 Bulan di
SMP 02 Kecamatan Nunukan Tahun 2016

No rNama siswa Bulan Kelas
Feb Mart | Apl

1 | MMT 100 % | 100 % | 100 % 9-d

2 | AR 100% | 97% | 100 % 8-b

3 |{RK 100 % | 100 % | 100 % 8-f

4 | AD 99% | 99% | 100% 8-g

5 |NR 98% | 98% | 100% 8-c

6 |S 94% | 93% | 95% 7-d

7 | SA 98% | 96% | 98% 8-¢

8 | MH 100% | 100% | 100% 8-h

9 |PS 100% | 100% | 100% 8-f

10 | PPS 100% | 100% | 100% 8-g

11 1YY 94% | 100% | 100% 9-g

12 | JY 100% | 100% | 100% 9-f

13 | DEP 100% | 100% | 100% 9-a

14 | SD 100% | 100% | 100% 7-d
15 | DWEP 100% | 100% | 100% 7-b J

Sumber ; SMP 02 Kecamatan Nunukan
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Berdasarkan Tabel 4.14 terlihat bahwa, tingkat kehadiran
dari siswa penerima PKH di SMP 02 Kecamatan Nunukan rata-rata
diatas 90 % selama 3 Bulan terkahir.

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan
kesehatan, khususnya bagi anak-anak KSM

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan
kesehatan bagi siswa, akan memudahkan siswa tersebut dapat
belajar dengan baik dan mendapat layanan kesehatan yang
memadai.

Secara umum sejak Tahun pembelajaran 2014/2015
jumlah sarana pendidikan baik swasta maupun negeri di
Kecamatan Nunukan mengalami perkembangan. Begitu juga
dengan jumlah siswa dan guru serta rasio antara guru dengan
siswa juga mengamai perubahan setiap Tahun. Berikut kami

tampilkan sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Nunukan,

mulai jenjang TK, SD, SMP dan SMA.

Tabel 4.15

Sarana Pendidikan, Jumlah Siswa, Guru dan Rasio Guru dengan
Siswa Di Kecamatan Nunukan Tahun 2016.

Jenjang Jumlah Siswa Guru Rasio Antara
Pendidikan Sekolah Guru dan Siswa
TK 12 783 53 1:15
SD 20 7.661 350 1:22
SMP 9 3.007 137 1:22
SMA/SMK 8 2.610 151 1:17

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan

Pada tabel 4.14, dapat dilihat bahwa rasio antara guru dan

siswa cukup baik yaitu 1:15 untuk SD, 1:22 untuk SMP dan
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1:17 untuk SMA dengan jumlah sarana pendidikan sccara
keseluruhan sebanyak 49 sekolah.

Untuk sektor kesehatan yang merupakan salah satu
indikator kesejahteraan masyarakat yang vital, telah dilakukan
upaya peningkatan kesehatan dengan menyediakan sarana
kesehatan yang mudah, merata dan murah pada semua lapisan
masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Sarana

kesehatan yang ada di Kecamatan Nunukan seperti terlihat pada

Tabel 4.16
Tabel 4.16
Sarana Kesehatan di Kecamatan Nunukan Tahun 2016
No | Fasilitas Kesehatan Jumlah
1 Rumah Sakit Umum Daerah 1 unit
2 Puskesmas 1 unit
3 Puskesmas Pembantu 2 unit
4 Klinik S unit
5 Pos Yandu 30 unit

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Nunukan

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa fasilitas yang
tersedia dalam rangka mendukung kegiatan PKH di Kecamatan
Nunukan sudah cukup memadai dengan jumlah 39 unit yang
terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Pustu,

Klinik dan Pos Yandu.
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2. Faktor-faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat PKH di
Kabupaten Nunukan.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung
dan penghambat pada pelaksanaan PKH di Kabupaten Nunukan, peneliti
mengacu pada model implementasi berperspektif fop down yang
dikembangkan oleh George C. Edward 11l dengan empat variable yaitu
komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Untuk lebih
jelasnya ke empat variabel tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Komunikasi (communication)

Komunikasi menunjukkan proses terjadinya interaksi
penyampaian pesan melalui mediator, pengaruh faktor komunikasi
terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk
dapat dipenuhi secara menyeluruh oleh penerima pesan atau
program.

Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan
para pelaksana akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap
kebijakan yang akan diterapkan dimasyarakat. Pada variabel
komunikasi terdapat tiga indikator yang dapat dipakai untuk
mengukur keberhasilan suatu komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan
dan konsistensi.

a) Transmisi.
Transmisi merupakan penyaluran komunikasi yang baik
antara pimpinan ke staf atau kepada masyarakat agar tidak

terjadi salah pengertian karena telah melalui beberapa tingkat
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birokrasi. Bentuk transmisi disini adalah adanya sosialisasi atau
pertemuan pelaksaaan kegiatan PKH dan Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans ) Kabupaten Nunukan
kepada pihak kecamatan, kelurahan/desa dan masyarakat.

Berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi antara aktor
kebijakan dengan pelaku kebijakan di peroleh keterangan yang
berbeda dari informan, yaitu adanya pendapat bahwa telah
dilaksanakan sosialiasi mengenai pelaksanaan PKH dan
pendapat yang mengatakan tidak pernah ada sosialisasi
pelaksanaan PKH.

Pernyataan Kepala Bidang Sosial Disosnakertrans
berkaitan dengan sosialisasi bahwa * Sosialisasi dilakukan 1 kali
dalam 1 Tahun dengan dinas dan tingkat kecamatan, sementara
untuk tingkat koordinator dan pendamping satu Bulan sekali”

Pernyataan tersebut di perkuat dengan pendapat Kepala
Seksi Bantuan Sosial Disosnakertrans “ Pelaksanaan sosialisasi
dengan dinas dan kecamatan dilakukan 1 kali dalam se Tahun
dan dengan pendamping setiap Bulan”.

Berbeda dengan pendapat tersebut diatas, Camat Nunukan
menyatakan bahwa “Kalo untuk Tahun 2016 ini dan bahkan
pada Tahun 2015 belum pernah dilakukan sosialisasi tentang

PKH di kecamatan Nunukan...”
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Hal senada juga disampaikan oleh Lurah Nunukan Utara
bahwa :
“karena selama ini tidak ada sosialisasi dan koordinasi
sehingga bingung, tapi Alhamdulillah, artinya walaupun
belum ada koordinasinya dan sosialisasinya tetapi ada
langsung bantun PKH nya akan kami kawal dan akan
kami pantau...”

Kejelasan

Berkaitan dengan kejelasan komuniasi, ini berhubungan
dengan komunkasi yang diterima para pelaksana kebijakan
haruslah jelas sehingga tidak membingungkan dalam
memberikan informasi kepada masyarakat dalam melaksanakan
tugas.

Mengenai kejelasan pesan yang disampaikan oleh para
komunikator atau penyampai pesan, berikut disampikan oleh
pendamping bahwa :

“ Masyarakt penerima PKH pada awalnya masih belum

mengerti betul, namun setelah dijelaskan dan didampingi

setiap waktu, maka masyarakat akhirnya mengerti sendiri
tentang kewajiban yang harus dilakukan setiap saat..”

SA, sebagai peserta PKH memiliki anak 4 orang dengan
pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan suami bekerja sebagai
nelayan, menyatakan bahwa : “Selama saya mengikuti PKH

tidak mengalami permasalahan dan jika ada anak yang sakit

maka akan saya bawa ke posyandu atau puskesmas”.
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c) Konsistensi

Penyampaian komunikasi kepada pelaksanaan kebijakan
haruslah konsisten dan jelas atau tidak berubah-ubah, sehingga
para pelaksana kebijakan tidak salah menafsirkan kebijakan
yang sudah dibuat.

Mengenai konsistensi pedoman yang disampaikan oleh
para komunikator atau penyampai pesan, berikut disampaikan
oleh Koordinator PKH Kabupaten, yaitu :

“ pelaksanaan PKH sudah berjalan hampir 3 Tahun dan

pedoman umumnya hanya sedikit yang berubah, dan jika

ada yang berubah maka akan langsung disampaikan
kepada ketua kelompok...”

Demikian pula dengan penyampaian dari Tenaga

(3

Pendamping, bahwa “ semua sudah jelas, karena ada pada
Pedoman Umumnya yang di keluarkan oleh Kementerian Sosial
setiap Tahun.”

Senada dengan pendapat diatas, RN sebagai penerima
dana PKH memiliki anak sebanyak 7 orang, tidak bekerja
tinggal di RT. 12 Kelurahan Nunukan Barat, menyatakan bahwa
“ ketika ada keluarganya yang sakit, maka dia langsung
memeriksakan anaknya di posyandu atau puskesmas pembantu
sesuai dengan arahan pendamping.”

2) Sumberdaya

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pelaksanaan

impelentasi adalah sumberdaya, pelaksanaan implementasi yang
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kekurangan sumberdaya akan berakibat cenderung kurang efektif,

adapun indikator dari sumberdaya yang mendukung pelaksanaan

PKH adalah staf, informasi, wewenang dan fasilitas

a) Staf,

Keberhasilan program PKH tidak terlepas adanya dukungan

dari staf pelaksana pada kegiatan PKH. Staf pelaksana pada

kegiatan PKH di tingkat kabupaten adalah Koordinator PKH

Kabupaten, tenaga pendamping dan tenaga operator, staf tersebut

direkrut langsung oleh Kementerian Sosial secara On-Line.

Jumlah staf pendukung pelaksanaan PKH di Kabupaten

Nunukan sebanyak

IS5 orang yang terdiri dari i orang tenaga

Koordinator PKH Kabupaten, 2 orang tenaga operator dan 12

orang tenaga pendamping. Sementara jumlah staf pendukung PKH

di Kecamatan Nunukan sebanyak 2 orang.

Tabel 4.17
Daftar Nama Kooordinator, Tenaga Pendamping dan Operator di Setiap
Kecamatan
No Nama Jabatan Tempat
Koordinator PKH
1 | Sarah Oktavia Kabupaten Kab. Nunukan
2 | Fenny Windyani | Tenaga Pendamping Tulin Onsoi
3 | Hermantino Tenaga Pendamping Lumbis Ogong
4 | Rinawati Tenaga Pendamping Lumbis
5 | Natalia Tenaga Pendamping Sebuku
6 | Leni Ermala Tenaga Pendamping Sembakung
7 | Harmini Tenaga Pendamping Nunukan Selatan
8 | Wahyuddin Tenaga Pendamping Sebatik Barat
9 | Herlina Tenaga Pendamping Sebatik Timur
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10 | lrayana Tenaga Pendamping Nunukan
11 | Sarah Oktavia Tenaga Pendamping Nunukan
12 | Jumrawati Tenaga Pendamping Sebatik Induk
13 | Kasim Tenaga Pendamping Sebatik Induk
14 | Syahruddin Tenaga Operator Kab. Nunukan
15 | Yosil Edam Tenaga Operator Kab. Nunukan

Sumber : UPPKH Kab. Nunukan 2016

Dari tabel diatas tergambar bahwa tenaga pelaksana PKH
di Kabupaten Nunukan sebanyak 15 orang, yang terdiri dari 1
(satu) orang sebagai koordinator kabupaten, 2 (dua) orang
sebagai tenaga operator dan ditempatkan di Ibu Kota
Kabupaten. Sementara selebihnya berada di setiap kecamatan
yang mendapat program PKH, yaitu 2 (dua) orang di Kecamatan
Nunukan, 2 (dua) orang di Kecamatan Sebatik Induk, 1 (satu)
orang di Kecamatan Nunukan Selatan, 1 (satu) orang di
Kecamatan Sebatik Timur, 1 (satu) orang di Kecamatan Sebatik
Barat, 1 (satu) orang di Kecamatan Sembakung, 1 (satu) orang
di Kecamatan Sebuku, 1 (satu) orang di Kecamatan Lumbis, 1
(satu) orang di Kecamatan Lumbis Ogong dan I (satu) orang di
Kecamatan Tulin Onsoi.

b) Informasi

Bentuk informasi dalam penelitian ini adalah adanya
pedoman atau petunjuk teknis yang dimiliki dalam pelaksanaan
kegiatan. Pedoman atau petunjuk tenis yang digunakan dalam

kegiatan PKH adalah Pedoman Umum Pelaksanaan PKH yang
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diterbitkan oleh Dirketorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan
Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pedoman tersebut menjadi bahan informasi bagi
Disosnakertrans Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan
kegiatan PKH di Kabupaten Nunukan, dan menjadi pedoman di
tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan masyarakat.

Mengenai adanya pedoman dalam rangka pelaksanaan
PKH, berikut akan disampaikan oleh Kepala Bidang Sosial
Disosnakertrans, bahwa * Pelaksanaan kegiatan PKH mengacu
pada Pedoman Umum yang di keluarkan oleh Kementerian
Sosial Republik Indonesia..”

Senada dengan hal tersebut Koordinator PKH Kabupaten
menyampaikan, bahwa “Dalam melaksanakan kegiatan PKH di
lapangan kami mengacu pada Pedoman Umum PKH”.
Wewenang

Dalam pelaksanaan kegiatan PKH kewenangan menjadi hal
yang mutlak dilaksanakan agar pelaksanaan PKH dapat berjalan
sesuai tujuan yang sudah ditentukan. Wewenang yang dibahas pada
penelitian ini adalah kewenangan tenaga pendamping dalam
memverifikasi komponen penerima PKH. Sesuai dengan pedoman
umum pelaksanan PKH salah satu tugas dari tenaga pendamping
adalah melakukan verifikasi data terhadap penerima PKH setiap

bulan dan hasil verifikasi menjadi dasar penyaluran bantuan yang

akan diterima peserta PKH.
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Berdasarkan hasil verifikasi jumlah penerima PKH di
Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan pada Tahun 2016 adalah
sebanyak 370 kepala keluarga dengan anggota keluarga sebanyak
1.240 jiwa.

d) Fasilitas

Guna menunjang pelaksanan seluruh administrasi PKH di
daerah, Kabupaten Nunukan wajib menyediakan dan memfasilitasi
adanya sekretariat Unit Pelaksana PKH (UPPKH) ditingkat
Kabupaten maupun tingkat Kecamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekretariat UPPKH
baru ada di tingkat Kabupaten Nunukan yang berada di Kantor
Disosnakertrans Kabupaten Nunukan, sementara pada tingkat
kecamatan belum tersedia.

3) Disposisi
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor
penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan
publik. Disposisi berhubungan dengan sikap para pelaksana dalam
kesediaan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa
paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan.
Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi
adalah sebagai berikut :
a) Pengangkatan birokrat

Agar pelaksanan implementasi dapat berjalan dengan baik

maka, pengangkatan / pemilihan pegawai haruslah orang-orang

yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan,
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lebih khusus lagi pada kepentingan warga seperti halnya
kegiatan PKH.
Para pegawai yang berkaitan langsung dengan kegiatan
PKH, khususnya para pendamping baik koordinator, tenaga
pendamping dan tenaga operator direkrut melalui berbagai
macam proses. Pelaksaan penerimaan pegawai tersebut
dilakukan secara terbuka atau on line bagi seluruh masyarakat
yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dan
pelaksanaan rekrutmen pegawai PKH dilaksanakan oleh
Kementerian Sosial Republik Indonesia tanpa melibatkan
Pemerintah Daerah.
b) Insentif
Pemberian insentif atau tambahan penghasilan diluar gaji
bagi para pelaksana diharapkan dapat membuat para
pelaksanaan kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.
Terkait dengan insentif atau tambahan penghasilan bagi
pelaksana PKH di Kabupaten Nunukan baik dari Pemerintah
Pusat ataupun dari Pemerintah Daerah sampai saat ini tidak ada.
4)  Struktur Organisasi.

Unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan implementasi
suatu kebijakan adalah adanya birokrasi, sebab walaupun
sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia,
kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau

terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam birokrasi.
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Dua karakteristik yang dapat mendrong kinerja struktur
birokrasi ke arah yang lebih baik adalah : melakukan Standard
Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi.

a) Standard Operating Prosedures (SOPs)

SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkin para
pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tiap
harinya sesuai dengan standar ditetapkan atau yang dibutuhkan
oleh warga.

Dalam pelaksanan kegiatan PKH Srandard Operating
Prosedures (SOPs) yang digunakan sudah ditentukan dari
pemerintah pusat, SOPs tersebut dimanfaatkan dalam rangka
menetapkan sasaran, verifikasi, peambayaran dan sanksi bagi
peserta PKH. Alur dari pelaksanaan PKH di daerah, seperti

terlihat pada gambar 4.4.
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faktor-faktor yang mendukung dan menghambat PKH dikaitkan dengan
komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi.

Pembahasan pertama akan di mulai dari proses implementasi PKH
yang meliputi proses perencanaan kegiatan, pelaksaaan kegiatan dan
penyelesaian kegiatan. Pembahasan kedua adalah mengetahui pencapaian
tuyjuan kegiatan PKH, yang meliputi peningkatan kualitas pendidikan,
kesehatan dan peningkatan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Pembahasan ketiga adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang mendukung
dan menghambat PKH dikaitkan dengan komunikasi, sumberdaya, disposisi
dan struktur organisasi.

1. Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Nunukan
a. Proses Implementasi PKH meliputi :

Berdasarkan hasil penelitian terhadap proses implementasi
yang meliputi penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan
dan penyelesaian kegiatan PKH dapat disampaikan sebagai berikut :
1) Penyusunan Rencana Kegiatan PKH

Program Keluarga Harapan merupakan program
pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah guna
mempercepat penanggulangan kemiskinan sekaligus
pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial dengan
sasaran KSM. Khusus di Kabupaten Nunukan pelaksanaanya
sudah berjalan sejak Tahun 2013 dan pemerintah daerah wajib
menyediakan program dan kegiatan pendukung (sheering) agar

pelaksaaan kegiatan PKH dapat berjalan dengan baik.
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Sehubungan dengan kewajian sheering program dan
kegiatan maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten
sebagai dinas teknis pelaksana kegiatan PKH di daerah telah
merencanakan kegiatan setiap Tahunnya. Hasil wawancara
dengan Kepala Bidang Sosial Disosonakertrans menyampaikan
bahwa “ Untuk kegiatan PKH sudah direncanakan setiap
Tahunnya di SKPD kami dan masuk dalam Rencana Kerja
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Nunukan.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Subbidang
Sosial yang menyatakan bahwa “ Kegiatan PKH di Kab.
Nunukan sudah berjalan 3 (Tahun) dan setiap Tahunnya
direncanakan di dalam dokumen.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka
kegiatan PKH sudah mengikuti mekanisme perencanaan
sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun
20108 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Pelaksanaan Kegiatan PKH
a) Proses Penetapan Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap proses
penetapan sasaran menunjukkan bahwa jumlah peserta PKH

di Kecamatan Nunukan sebanyak 370 KSM dengan jumlah
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komponen sebanyak 1.240 komponen. Sesuai dengan
pedoman umum PKH bahwa untuk menjadi peserta PKH
selain terdaftar pada hasil PPLS 2011, setiap peserta juga
memenuhi salah satu kriteria dari tujuh kriteria yang sudah
ditentukan dalam buku pedoman umum PKH. Sebagaimana
disampaikan oleh Koodinator Kabupaten bahwa :

“ Kalo data KSM tidak berubah dari awal, tidak bisa

ditambahkan di keluarkan bisa dan komponennya

selain sudah ditentukan dari kementerian sosial,
komponen pertama adalah harus ada ibu hamil atau
ibu nifas kedua ada balita, ketiga ada apras,

kemudian SD, SMP dan SMA, disabilitas ber-umur 0

s/d 21 Tahun.”

Proses penectapan sasaran khususnya di Kecamatan
Nunukan sudah berjalan sesuai prosedur yang sudah
ditentukan.

Penyaluran bantuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana maksimal
yang bisa diterima oleh KSM sebesar Rp. 3.900.000,- per
Tahun dan dana minimal sebesar Rp. 950.000,- dan proses
penyaluran bantuan tunai kepada peserta PKH dilakukan
empat tahap setiap Tahun.

Berkaitan dengan jumlah dana yang akan diterima
oleh peserta PKH mengikuti beberapa kriteria yaitu :

(1) Jumlah komponen yang ada dalam KSM tersebut

(2) Memenuhi komitmen dan kewajiban di bidang

kesehatan dan pendidikan
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Sanksi akan diberikan kepada peserta PKH apabila
komitmen dalam kewajiban kesehatan dan pendidikan tidak
dijalankan.

Hasil wawancara dengan Koordinator PKH
Kabupaten menyampaikan bahwa :

“ Dalam setiap tahap ada proses kegiatan di dalamnya
misalnya pertama untuk Bulan Januari kita lakukan
validasi ulang KSM, artinya pengecekan lagi di
lapangan mengenai keadan fisik KSM, terus yang
kedua setelah di validasi kita akan masukan data
ulang, kemudian akan ada pemutakhiran data,
misalnya ada yang meninggal, ada yang hamil ada
yang pindah sekolah dsb. Lalu ada verifikasi,
verifikasi ini dari data yang kita dapat di lapangan kita
kita verifikasi ke faskes dan fasdik. Jadi apakah benar
bahwa yang setelah dimutakhirkan tadi itu benar
bersekolah disitu dan yang memverifikasi adalah
pendamping, pengecekan keadaan nyata di lapangan
dan terus sekalian pengecekan kehadiran KSM di
fasdik maupun di faskes, lalu kita masukkan / kirim
form verifikasi ke pusat, nanti disitu ada pemotongan-
pemotongan baru terlihat nilai pencairan dan sebagai
dasar dalam pencairan per tahap.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disampaikan
bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan tunai kepada
peserta PKH sudah berjalan sesuai dengan Pedoman Umum
PKH.

3) Penyelesaian kegiatan PKH
Berdasarkan hasil penelitian bahwa laporan Tahun dan
laporan Bulanan yang dibuat oleh Koordinator PKH Kabupaten

dan tenaga pendamping secara rutin disampaikan kepada

Disosnakertrans Kabupaten dan kepada Kementerian Sosial,
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namun tidak pernah disampaikan kepada pihak Kecamatan dan
Kelurahan maupun desa.
b. Pencapaian Tujuan Kebijakan
1) Meningkatkan Kualitas Kesehatan
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa
peningkatan kualitas KSM khusunya angka kematian bayi
selama tiga Tahun terakhir mengalami perbaikan, hal ini
disebabkan karena pola hidup dari masyarakat penerima PKH
sudah berubah. Berkaitan dengan perubahan pola hidup pada
bidang kesehatan dari penerima PKH, Koordinator KIA di
Puskesmas Kecamatan Nunukan menyampaikan informasinya
bahwa :
“ Sekarang itu keinginan ibu-ibu hamil mulai sadar ke
fasilitas kesehatan apa lagi dengan adanya KIS dan PKH,
sudah mulai berangsur-angsur bagus terutama masyarakat
yang kurang mampu lebih rutin.”
Pendapat  tersebut senada dengan penyampaian
Koordinator PKH Kabupaten bahwa :
“ Kalo Tahun-Tahun pertama dia masih ngotot, masih
malas di semester pertama tapi di semester kedua dia
sudah mulai karena sudah rutin pendamping melakukan
pertemuan di kelompok-kelompoknya, jadi memang
ditekankan bahwa kalo memang tidak melakukan itu akan
dikenakan potongan, jadi mereka takut berkurang
bantuannya jadi akhirnya secara terpaksa termotivasi
untuk pergi memeriksa.”

Namun berkaitan dengan meningkatnya jumlah kematian

ibu melahirkan di Kecamatan Nunukan pada tiga Tahun
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terakhir, Koordinator KIA di Puskesmas Kecamatan Nunukan
menyampaikan penyebabnya yaitu “Faktornya bermacam-
macam seperti kematian ibu karena tekanan, hipertensi dalam
kehamilan yang menyebabkan dia kejang-kejang, keracunan
kehamilan”.

Lebih lanjut Koordinator Ibu dan Anak (KIA) di
Puskesmas Kecamatan Nunukan menyampaikan bahwa :

“Ibu hamil yang meninggal bukan dari masyarakat miskin,

tapi masyakarat yang berpenghasilan lebih, namun

terlambat mengambil keputusan untuk dibawa ke

pelayanan rujukan atau Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD)”.
Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KSM

Sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat
kehadiran siswa baik tingkat SD dan SMP rata-rata sudah di atas
90 persen. Sehingga dengan demikian tujuan dari pelaksanaan
kegiatan PKH dapat berjalan dengan baik. SH, sebagai wali kelas
6-a di SD 003 Kecamatan Nunukan, menyampaikan bahwa :

“Dari 40 siswa yang ada di kelas 6-a, ada 3 orang sebagai

peserta PKH, dimana tingkat kehadiranya 100 persen untuk

dua siswa dan 98 persen untuk satu siswa, Untuk kelas 6-a

mereka adalah yang memiliki peringat 1 dari kelas lima

dan digabung di kelas ini dan mereka memilki tingkat

kemampuan di atas rata-rata jika dibandingkan dengan

kelas 6 lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa dengan

adanya kegiatan PKH sudah dapat membantu merubah pola

hidup keseharian dari siswa yang orang tuanya penerima PKH.



3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan
kesehatan, khususnya bagi anak-anak KSM

Penyediaan saran dan prasaran di sektor pendidikan dan
kesehatan merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kualitas
dan kuantitas sumberdaya manusia. Pelaksaan kegiatan PKH
tidak akan berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan
kualitas masyarakat dari KSM menjadi masyarakat yang mandiri
tanpa kerjasama dari semua stakeholders terutama pada sektor
pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana
pendidikan yang ada sebanyak 49 sekolah, telah memberikan
kontribusi terhadap pencapaian dan peningkatan kualitas
pendidikan di Kecamatan Nunukan. Hal ini juga didukung
dengan tersedianya guru yang memadai, dimana rasio antara
guru dan siswa rata-rata sekitar 1 : 20. Untuk sektor kesehatan
sarana kesehatan yang tersedia di Kecamatan Nunukan sebanyak
39 unit dan terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas,
Pustu, Klinik dan Pos Yandu.

Dengan adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan
tersebut, maka pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten
Nunukan sudah berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan
kegiatan PKH sebagaimana yang dipersayaratkan oleh

Pemerintah Pusat.
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2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat PKH di
Kabupaten Nunukan
a. Komunikasi
1) Transmisi

Komunikasi menunjukkan proses terjadinya
interaksi penyampaian pesan melalui mediator, pengaruh
faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada
kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipenuhi secara
menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam
komunikasi variabel yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan PKH di Kabupaten Nunukan adalah variabel
transmisi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan
kegiatan PKH di Kecamatan Nunukan telah terjadi
perbedaan informasi antara SKPD pelaksana teknis
dengan Camat dan Kelurahan yang ada, perbedaan ini
terjadi karena proses transmisi atau penyaluran informasi
berupa pelaksanaan sosialisasi tidak berjalan sebagaimana
mestinya.

Salah satu permasalahan dari pelaksanaan
sosialiasi ini adalah kurangnya intensitas dan jangkauan
dari pelaksanaan sosialisasi tersebut, hal ini akibat dari

rendahnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah
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daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan
PKH.

Edward III (sebagaimana dikutip dalam Winarno,
2014:179) menyatakan bahwa :

(19

Hambatan yang timbul dari perintah
implementasi. Pertama, pertentangan pendapat
antara para pelaksana dengan perintah yang
dikeluvarkan oleh pengambil kebijakan, Kedua
informasi melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi
dan Ketiga, pada akhimya penangkapan
komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang
selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk
mengetahui persayarat suatu kebijakan”.

Sesuai dengan pendapat tersebut bahwa proses
transmisi belum berjalan dengan baik dan sebagai bahan
perbaikan, maka soluasi yang akan dilakukan untuk
perbaikan kedepannya adalah dengan meningkatkan
jumlah pelaksanaan sosialiasi di tingkat kecamatan atau
kelurahan dan melibatkan semua kelompok masyarakat
yang ada serta meningkatkan jumlah anggaran
pelaksanaan kegiatan PKH.

Kejelasan
Kejelasan merupakan salah satu faktor agar

implementasi tersebut dapat diterima dengan baik, bila

pesan yang disampaikan sangat jelas maka tidak membuat
salah interprestasi suatu pesan.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PKH,

tenaga pendamping dalam menyampaikan pesan kepada
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masyarakat terakit dengan kewajiban dan hak bagi peserta
PKH, sudah diterima dengan jelas oleh masyarakat.

Hal tersebut terbukti bahwa dari salah seorang
penerima PKH sudah paham sekali akan kemana jika ada
keluarganya yang mengalami sakit, walaupun pada
awalnya masih menghadapi berbagai permasalahan namun
setelah dijelaskan dan didampingi maka peserta penerima
PKH paham akan hak dan kewajibanya.

Dengan adanya tenaga pendamping yang langsung
berhadapan dengan masyarakat maka, perintah dari
kebijakan yang akan disampikan akan lebih cepat dan
efektif.

Edward III (sebagaimana dikutip dalam Agustino,
2014:151) mengungkapkan bahwa :

“ Kejelasan : komunikasi yang diterima oleh para
pelaksana kebijakan (street level bureuacrats)
haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak
ambigu/mendua). Kejelasanpesan kebijakan tidak
selalu menghalangi implementasi, pada tatanan
tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas
dalam melaksanakan kebijakan”.

Lebih lanjut Edward III (sebagaimana dikutip
dalam Winarno, 2014:181) menjelaskan bahwa :

“Dalam rangka mengurangi kadar ketidakjelasan

komunikasi kebijakan, maka jauh lebih baik jika

dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang
efektif. Semakin baik dikembangkan saluran-

saluran komunikasi untuk meneruskan perintah-
perintah implementasi, maka semakin tinggi
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probabilitas  perintah-perintah ini  diteruskan
dengan benar”.

b) Konsistensi

Salah satu syarat agar pelaksanaan implementasi
dapat berlangsung efektif adalah perintah-perintah
pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Pelaksanaan
perintah yang berubah-ubah akan membingungkan para
pelaksana kebijakan, disisi lain perintah yang tidak
konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil
tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan
mengimplementasikan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan kegiatan PKH yang sudah berjalan sekitar 3
Tahun, dan arahan berupa hak dan kewajiban yang
disampaikan kepada penerima manfaat tetap berpedoman
pada Pedoman Umum PKH. Jika terjadi perubahan pada
pedoman, maka Koordinator PKH Kabupaten akan
menyampaikan kepada tenaga pendamping dan tenaga
pendamping juga akan langsung menyampaikan kepada
peserta penerima PKH.

Edward II1 (sebagaimana dikutip dalam Agsutino,
2014:151) menjelaskan bahwa :

“ Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan

komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk

diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah
yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat
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menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di
lapangan”.

Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan
implementasi PKH terdapat beberapa faktor pendukung dan
penghambat.

Beberapa faktor pendukung tersebut adalah :

1) Informasi yang disampikan oleh tenaga penadamping kepada
masyarakat terkait pelaksaaan PKH sudah sangat jelas di
mengerti oleh KSM

2) Ketentuan tentang pelaksanaan PKH yang disampaikan oleh
tenaga pendamping sudah konsisten dan tidak berubah-ubah.

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah
kurangnya pelaksanaan sosialisasi PKH pada tingkat Kecamatan,
kelurahan dan desa. Pelaksanaan sosialisasi PKH hanya dapat
dilakukan 1 kali dalam satu tahun di Ibu Iéota Kabupaten, hal ini
disebabkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk dapat
dilaksanakan di tingkat kecamatan atau di kelurahan/desa.

Dengan demikian bisa diasumsikan bahwa pihak
kecamatan/kelurahan dan desa tidak memahami secara keseluruhan

tentang pelaksanaan PKH ini.

2) Sumberdaya
a) Staf
Ketersediaan staf yang memadai serta memiliki

keahlian yang baik akan memudahkan pelaksanaan
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implementasi di lapangan. PKH merupakan program yang
membutuhkan staf yang memiliki keahlian dibidang
kemasyarakatan karena bersentuhan langsung pada
masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan
yang rendah.

Jumlah peserta PKH di Kecamatan Nunukan
sebanyak 370 KSM dengan jumlah komponen sebanyak
1.240 komponen dan tersebar di empat kelurahan dan satu
desa menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga pendamping
untuk dapat hadir dalam melakukan pertemuan-pertemuan
di lapangan. Sementara jumlah tenaga PKH di Kecamatan
Nunukan hanya dua orang, satu orang merangkap sebagai
Koordinator PKH Kabupaten dan sebagai tenaga
pendamping dengan demikian maka beban kerja dari
tenaga PKH akan semakin berat.

Temuan lain yang diperoleh dan hasil wawancara
dengan tenaga pendamping adalah terkait dengan
rendahnya gaji atau upah yang diterima oleh mereka,
disamping itu dalam pelaksanaan di lapangan tidak
adanya dana operasional dan seringkali gaji/atau upah
yang mereka terima digunakan untuk pelaksanaan
operasional di lapangan. Sebagai mana disampikan oleh
IR tenaga pendamping bahwa : “ Dalam pelaksanaan di

lapangan, kami tidak ada dana operasional, sehingga kami
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gunakan gaji untuk membiayai kegiatan yang harus ke
lapangan™.

Edward III (sebagaimana dikutip dalam Winarno,
2014:186) menyampaikan bahwa : “ Faktor lain adalah
kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan
administrator-adminsitrator yang kompoten karena pada
umumnya gaji, prestise dan jaminan kerja mereka yang
rendah”.

Informasi

Informasi merupakan sumberdaya yang penting
dalam melaksanakan kebijakan implementasi. Bentuk
informasi yang digunakan dalam kegiatan PKH ini adalah
Pedoman Umum PKH di dalam pedoman tersebut termuat
tentang apa yang harus dilaksanakan dan bagaimana
melaksanakan kegiatan PKH tersebut.

Informasi yang terdapat dalam pedoman umum
antara lain : hak dan kewajiban peserta PKH, mekanisme
penetapan sasaran, mekaniskme verifikasi, penyaluran
bantuan, kelembagaan, sosialisasi dan evaluasi dan
monitoring.  Pelaksanaan kegiatan PKH di Kecamatan
Nunukan dapat berjalan dengan baik, karena para pelaksana
dapat memberikan informasi yang benar terkait dengan hak
dan kewajiban bagi peserta PKH.

Disamping itu pula para tenaga pendamping setiap

Bulan akan melakukan verifikasi langsung terhadap seluruh
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penerima PKH baik di fasilitas kesehatan maupun di fasilitas
pendidikan terkait dengan informasi yang mereka peroleh.

Berkaitan dengan informasi tersebut diatas, Edward
II (sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2014:186)
menyampaikan bahwa :

[13

Dalam implementasi kebijakan, informasi
mempunyai dua bentuk, bentuk pertama informasi
bagaimana  melaksanakan  suatu  kebijakan.
Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang
dilakukan dan  bagaimana  mereka  harus
melakukannya. Bentuk kedua dari informasi adalah
data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap
peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana
harus mengetahui apakah orang-orang lain yang
terlibat dalam pelaksanaan kebijkan mentaati
undang-undang ataukah tidak .

Wewenang

Pelaksanaan wewenang dari para pelaksana
kegiatan PKH akan mengefektifkan  kebijakan
implementasi yang akan diterapkan. Setiap pelaksana yang
terlibat dalam kegiatan PKH memiliki wewenang secara
berjenjang, seperti tenaga pendamping melakukan
pencatatan dan pelaporan terhadap keadaan komponen
dari keluarga peserta PKH. Sementara Koordinator PKH
Kabupaten berwenang dalam melakukan analisis dan
rekomendasi terhadap pelaksanaan PKH di wilayahnya
dan tenaga Operator melakukan analisis terhadap hasil
verifikasi dan valiadasi tenaga pendamping.

Dengan adanya kewenangan memverifikasi

terhadap pelaksaaan PKH oleh tenaga pendamping dan



d)

42826.pdf

132

Koordinator PKH Kabupaten maka, pembayaran yang
diterima oleh peserta PKH akan sesuai dengan hak dan
tanggungjawab yang diberikan kepada mereka.

Penjelasan ini diperkuat pendapat Edward I1I dalam
Agustino (2014:151) bahwa :

“ Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal

agar perintah dapat dilaksanakan, kewenangan

merupakan otoritas atau legitimasi bagi para

pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang

ditetapkan...”
Fasilitas

Variabel dari sumberdaya yang menghambat
pelaksanaan kegiatan PKH di Kabupaten Nunukan adalah
fasilitas. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan
PKH, Pemerintah diwajibkan menyediakan sarana berupa
kantor sekretariat beserta fasilitas pendukungnya baik
yang ada di kabupaten maupun yang ada di kecamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat
UPPKH Kabupaten Nunukan sementara masih bergabung

di kantor Disosnakertrans. Sementara Sekretariat UPPKH

tingkat Kecamatan sampai saat im belum terbentuk.

Dengan terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana
yang ada, maka membuat pelaksanaan kegiatan PKH tidak
berjalan secara efektif, khususnya pada tingkat kecamatan,

kelurahan dan desa.
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Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan
pelaksanaan PKH, terdapat beberapa pendukung dan penghambat.
Beberapa faktor pendukug tersebut adalah :

a) Tersedianya jumlah staf pendamping yang memiliki
kemampuan dan pengalaman dalam bidang pemberdayaan
masyarakat.

b) Adanya pedoman umum pelaksanaan PKH sebagai pedoman
tenaga pendampng dalam melaksanakan kegiatan PKH.

c¢) Adanya wewenang dari tenaga pendamping dalam melakukan
verifikasi dan validasi terhadap KSM.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini
adalah tidak adanya kantor sekretariat Unit Pelaksana PKH pada
tingkat kecamatan, sechingga pada tahap pelaksanaan di lapangan
tidak maskimal. UPPKH tingkat kecamatan merupakan ujung
tombak PKH karena unit ini akan berhubungan langsung dengan
peserta PKH.

Tugas dan tanggungjawab pendamping PKH atau UPPKH
Kecamatan secara umum  adalah  melaksanakan tugas
pendampingan kepada RTSM/KSM peserta PKH. Wilayah
kerjanya meliputi seluruh kelurahan/desa dalam satuan wilayah
kerja kecamatan. Sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab
tersebut, maka sekretriat UPPKH Kecamatan sangat berpengaruh

terhadap keberhasilan atau gagalnya dari kegiatan PKH. Hal ini
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sejalan dengan yang disampikan oleh Edward Il (sebagaimana
dikutip dalam Winarno, 2014:186) menyampaikan bahwa :
“Sebab seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang
memadai, mungkin memahami apa yang akan dilakukan dan
mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya,
tetapi tanpa kantor/bangunan maka besar kemungkinan
implementasi yang direncanakan akan gagal”.
3) Disposisi
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa
semua indikator dari disposisi menjadi penghambat pada
pelaksanaan PKH di Kabupaten Nunukan.
a) Pengangkatan birokrat
Jumlah kebutuhan pegawai di suatu daerah
ditentukan berdasarkan banyaknya KSM yang pada
wilayah tersebut, berdasarkan pedoman umum satu orang
pendamping mendampingi 300 sampai dengan 500 peserta
KSM, khusus untuk daerah kepulauan dan daerah yang
sulit dijangkau rasio pendamping dan KSM bisa lebih
kecil dari ketentuan yang ada.
Pengangkatan pegawai pada pelaksanaan kegatan
PKH di Kecamatan Nunukan sepenuhnya wewenang dari
Kementerian Sosial Republik Indonesia tanpa melibatkan
Pemerintah Daerah, dan ini pasti menimbulkan

permasalahan pada staf/pegwai yang sudah ditempatkan

didaerah.
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Kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang sangat
luas dan berada pada wilayah perbatasan, terpencil dan
teringgal mengakibatkan beberapa wilayahnya tidak dapat
diakses dengan sarana transportasi dengan mudah, bahkan
ada sebagian wilayahnya hanya dapat diakses dengan
menggunakan pesawat perintis.

Permasalahan yang terjadi di daerah adalah pada saat
pegawai yang diangkat langsung oleh Kementerian Sosial
ada sebagian yang tinggal jauh dari lokasi /wilayah kerjanya,
seperti tenaga pendamping berinisial HI bertempat tinggal di
Kecamatan Nunukan, namun lokasi kerjanya di Kecamatan
Sembakung yang memerlukan waktu cukup lama untuk
sampai ketujuan, belum lagi ditempat tersebut tidak
disediakan fasilitas tempat tinggal sehingga yang
bersangkutan harus menginap atau menyewa rumah warga
untk dapat melaksanakan tugasnya.

Edward Il dalam Agustino (2014:151) menyatakan
bahwa :

&

Disposisi atau sikap para pelaksana akan
menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap
implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak
melaksanakan kebijkan oleh pejabat-pejabat yang
tinggi, karena itu pemilihan dan pengangkatan personil
pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang
memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah
ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

Sampai saat ini jumlah staf pendukung pelaksanaan

PKH di Kabupaten Nunukan sebanyak 15 orang yang terdiri
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dari 1 orang tenaga Koordinator PKH Kabupaten, 2 orang
tenaga operator dan 12 orang tenaga pendamping. Sementara
jumlah staf pendukung PKH di Kecamatan Nunukan
sebanyak 2 orang.
Insentif

Pekerjaan tenaga pendamping PKH merupakan
pekerjaan yang memiliki resiko yang cukup tinggi, karena
akan berhadapan langsung dengan masyarakat yang
memiliki pendidikan rata-rata dibawah. Hal ini akan
menimbulkan konflik sosial jika tidak ditangai dengan
profesional, khususnya dalam penentuan awal dari sasaran
penerima PKH. Sebab sebagian besar dari masyarakat
punya kecendrungan tidak akan mengalah jika bantuan
program bentuk uang/dana segar. Disamping itu lokasi
dari para peserta PKH pada wilayah tertentu berjauhan
antara satu sama lainnya dan ini tentu membutuhkan dana
operasional yang tidak sedikit dalam pelaksannaya.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya
bahwa gaji yang mereka terima sebagian digunakan untuk
dana transprotasi ke lapangan, sementara insentif lain baik
dari pemerintah pusat maupun dari daerah tidak ada.

Edward 11 dalam Agustino (2014:151) menyatakan
bahwa :“ salah satu teknik yang disarankan untuk
mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana adalah

dengan memanipulasi insentif”.
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Berkaitan dengan hal tersebut maka, dalam rangka
meningkatkan kualitas pekerjaan dapat berjalan dengan
baik, maka penambahan biaya diluar gaji atau berupa
insentif bagi tenaga pendamping perlu dianggarkan baik
dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah.

Dari hasil penelitian dalam hubungan disposisi yang
menjadi penghambat dalam pelaksanaan PKH adalah sebagai
berikut :

a) Pengangkatan staf atau tenaga pendamping dari PKH
dilaksanakan oleh Kementrian Sosial Republik Indoensia
tanpa melibatkan Pemerintah Daerah.

b) Tidak adanya insentif dari pemerintah pusat maupun dari
pemerintah daerah kepada staf atau tenaga pendamping
yang ada dilapangan, sehingga sangat berpengaruh
terhadap pekerjaan dilapangan.

Struktur Organisasi

a) Standard Operating Prosedures (SOPs)

Dalam pelaksanan kegiatan PKH Standard
Operating Prosedures (SOPs) yang digunakan sudah
ditentukan dari pemerintah pusat, SOPs tersebut
dimanfaatkan dalam rangka menetapkan sasaran,
verifikasi, peambayaran dan sanksi bagi peserta PKH.
Edward 11l dalam Winarno (2014:207) menyatakan bahwa :

“ Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat
memanfaatkan waktu yang tersedia, selain itu SOP
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juga menyeragamkan tindakan-tindakan dan para
pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks
dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat
menimbulkan fleksibitas yang besar (orang dapat
dipindahkan dengan mudah dari satu tempat ke
tempat lain) dan kesamaan yang besar dalam
penerapan peraturan-peraturan’.

Pelaksanaan verifikasi sasaran yang dilakukan oleh
tenaga pendamping, mengacu pada SOP yang sudah
ditentukan oleh Kementerian Sosial. Hasil verifikasi dan
valiadasi tersebut digunakan sebagai dasar pembayaran
terhadap peserta PKH.

Lebih lanjut pelaksanaan SOP di lapangan
dijelaskan oleh Koordinator PKH Kabupaten yaitu :

“Dalam setiap tahap ada proses kegiatan di
dalamnya misalnya pertama untuk Bulan januari
kita lakukan wvalidasi ulang KSM, artinya
pengecekan lagi di lapangan mengenai keadan fisik
KSM, terus yang kedua setelah di validast kita
akan masukkan data ulang, kemudian akan ada
pemutakhiran data, misalnya ada yang meninggal,
ada yang hami) ada yang pindah sekolah dsb. Lalu
ada verifikasi, verifikasi ini dari data yang kita
dapat dilapangan kita kita verifikasi ke faskes dan
fasdik. Jadi apakah benar bahwa yang setelah
dimutakhirkan tadi itu benar bersekolah disitu dan
yang meverifikasi adalah pendamping, pengecakan
keadaan nyata dilapangan dan terus sekalian
pengecekan kehadiran KSM di fasdik maupun di
faskes, lalu kita masukkan / kirim form verifikasi
ke pusat, nanti disitu ada pemotongan-pemotongan
baru terlihat nilai pencairan dan sebagi dasar dalam
pencairan pertahap”.

b) Fragmentasi
PKH merupakan program dari pemerintah pusat,

agar dapat berjalan dengan baik maka, keterlibatan
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pemerintah daerah sangat diperfukan guna keberhasilan
dari program ini. Tanggungjawab dari masing-masing
pemangku kepentingan baik dari pusat, provinsi dan
daerah harus jelas agar para pelaksana implementasi dapat
berbuat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
atau tidak terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan
fungsi.

Begitu juga di daerah pembagian tugas dan fungsi
sudah harus dibedakan antara Dinas teknis pelaksana
dengan koordinator PKH kabupaten, tenaga pendamping
dan pihak Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta pihak PT.
Pos Indonesia dapat mengetahui tugasnya masing-masing.

Edward 1III dalam  Agustino (2014:154)
menyampaikan bahwa : “ Fragmentasi adalah upaya
penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau
aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja”.

Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur
organisasi yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan PKH
adalah sebagai berikut :

a) Adanya SOPs sebagai bahan dan pedoman dalam
melaksanakan kegiatan PKH

b) Adanya tugas dan fungsi yang jelas pada struktur
organisasi pelaksana PKH mulai dari tingkat kabupaten,

kecamatan, kelurahan dan desa.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Nunukan
berjalan cukup lancar, hal ini disebabkan oleh :

a. Proses implementasi PKH yang meliputi penyusunan rencana,
pelaksanaan kegiatan dan pelaporan sudah berjalan dengan baik;

b. Tercapainya tujuan PKH yang meliputi peningkatan kualitas
kesehatan, peningkatkan taraf pendidikan anak-anak KSM, dan
peningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat PKH di

Kabupaten Nunukan, yang meliputi :

a. Faktor-faktor yang pendukung kegiatan PKH di KabupatenNunukan
adalah sebagai berikut :

1) Tersedianya tenaga pendamping dan operator pada tingkat
kecamatan ;
2) Adanya pedoman umum dalam pelaksanaan kegiatan PKH

3) Adanya Standard Operating Prosedures (SOPs)
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b. Faktor-faktor yang menghambat PKH di KabupatenNunukan adalah :
1) Pelaksanaan sosialisasi pada tingkat kecamatan dan
kelurahan/desa sangat rendah, hal ini disebabkan oleh pendanaan
kegiatan PKH oleh Dinas Sosial, Tenagakerja dan Transmigrasi
Kabupaten Nunukan sangat terbatas.

2) Tidak tersedianya kantor Sekretariat Unit Pelaksana PKH tingkat
Kecamatan.

3) Pengangkatan staf pelaksanan PKH berupa Koordinator
Kabupaten, Tenaga Pendamping dan Operator Komputer
sepenuhnya tanggungjawab Kementrian Sosial tanpa melibatkan
Pemerintah Daerah.

4) Tidak adanya insentif atau dana oprasional bagi tenaga
pendamping di lapangan, sehingga menyulitkan bagi tenaga

pendamping untuk hadir setiap saat di masyarakat penerima PKH.

B. SARAN

Sesuai hasil penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan di

Kabupaten Nunukan, disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan sampai tingkat kecamatan dan
kelurahan/desa, maka Pemerintah Daerah perlu menambah anggaran pada
kegiatan PKH.

2. Menyediaan kantor sekretariat UPPKH pada tingkat kecamatan agar

pelaksanaan kegiatan PKH dapat berjalan secara maksimal.
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3. Perlunya rekrutmen staf atau pegawai PKH, melibatkan pemerintah
daerah, agar penempatan wilayah kerja sesuai dengan tempat tinggalnya

4. Perlunya ditingkatkan pendanaan sheering dari pemerintah daerah,
terutama diperuntukkan bagi operasional sekretariat UPPKH Kabupaten

dan Kecamatan dan insentif bagi tenaga pendamping di lapangan.
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Lampira 1 : Pedoman Wawancara Implementasi PKH di Kabupaten Nunukan

NO

PERTANYAAN

JAWABAN

Implementasi Kebijakan, Dengan Fenomena Yang
Diamati Adalah :

Proses Implementasi PKH, meliputi

Penyusunan Rencana Kegiatan PKH

a) Apakah PKH direncanakan setiap tahun ?

b) Apakah PKH dianggarkan oleh Pemda setiap tahun ?

¢) Berapa rata-rata anggaran yang bersumber dari APBD ?
d) Anggaran tersebut di peruntukkan untuk apa saja ?

Pelaksanaan Kegiatan PKH
a) Proses penetapan sasaran
b) Penyaluran Bantuan

Penyelesaian kegiatan PKH

a) Berapakali pencairan dananya kepada masyarakat ?

b) Bagaimana realisasi pencairan dana bantuan tunai
bersyarat dari masyarakat ?

¢) Apakah ada permasalahan pencairan di kantor Pos ?

d) Apakah ada laporan pertanggungjawaban kegiatanya ?

Pencapaian Tujuan Kebijakan, meliputi :

Meningkatkan kualitas kesehatan KSM;

a) Apakah persyaratan dari PKH sudah dilaksanakan oleh
penerima bantuan ?

b) Apakah pola hidup dari sisi kesehatan masyarakat sudah
berubah ?

¢) Apa ada permasalahan ?

Meningkatkan tarif pendidikan anak-anak KSM;

a) Apakah persyaratan dari PKH sudah dilaksanakan oleh
penerima bantuan ?

b) Apakah pola hidup dari sisi kesehatan masyarakat sudah
berubah

¢) Bagaimana tingkat kehadiran siswa di sekolah

d) Apakah dapat meningkatkan prestasi siswa ?

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan

kesehatan, khususnya bagi anak-anak KSM.

a) Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
dan kesehatan untuk PKH ?

b) Apa kendala sektor pendidikan dan kesehatan dalam
pelaksaaan PKH ?
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Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan
penghambat PKH di Kabupaten Nunukan ?

Komunikasi, adapun fenomena yang diamati adalah :

Intensitas sosialisasi PKH

a) Berapa kali sosialisasi/pertemuan PKH dengan SKPD
terkait per tahun ?

b) Berapa kali sosialisasi/pertemuan PKH di tingkat
kecamatan per tahun ?

c) Berapa kali sosialisasi/pertemuan PKH di tingkat
kelompok/penerima manfaat per tahun ?

Kejelasan komunikasi PKH dari para pelaksana

a) Apakah PKH sudah di pahami pada tingkat SKPD,
Kecamatan, kelurahan, desa dan penerima manfaat ?

b) Materi apa saja yang disampaikan dalam sosialisasi
PKH.

¢) Apakah ada laporan pertanggungjawaban kegiatanya ?

Konsistensi Pedoman Umum PKH

a) Apakah ada pedoman yang digunakan dalam
pelaksanaan PKH ?

b) Apakah materi yang disampaikan sudah sesuai dengan
pedoman umum ?

¢) Bidang apa yang sampai saat ini belum bisa dijalankan ?

Sumberdaya, adapun fenomena yang diamati adalah :

Staf

a) Kemampuan Sumberdaya manusia pelaksana PKH

b) Jumlah Sumberdaya manusia yang ada di PKH ?

¢) Bagaimana tingkat pendidikan koordinator dan
pendamping PKH ?

d) Bagaimana kemampuan ketua kelompok dalam
memberikan pemahaman kepada KSM ?

Informasi,
a) Apa bentuk informasi yang bapak/ibu gunakan falam
rangka pelaksanaan PKH
b) Sumbernya dari mana ?
¢) Apa saja isi dari pada pedoman tersebut ?

Wewenang,
a) Apa yang mengatur kewenangan dari para pelaksana
PKH ?
b) Bagaimana pelaksanaan wewenang tersebut 7

Fasilitas

a) Apakah ada fasilitas yang disediakan oleh Pemda ? l
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b) Bagaimana biaya oprasionalmya ?

Disposisi, adapun fenomena yang diamati adalah

Pengangkatan birokrat
a) Bagaimana  mekansimen  pengangkatan  tenaga
pendamping PKH
b) Apa saja persyaratannya
¢) Siapa yang melaksanakan
d) Bagaimana peran Pemda dalam rekrutmennya

Insentif
a) Apakah ada tambahan pendapatan (insentif) diluar
gaji/upah dari pelaksana PKH ?
b) Dari mana sumbernya ?
¢) Bagaimana peran Pemda dalam hal ini ?

Struktur birokrasi , adapun femomena yang diamati
adalah :

Standard Operating Prosedures (SOPs)
a) Apakah ada SOPs dalam pelaksaan PKH
b) Siapa yang mengeluarkan
¢) Sejauhmana pelaksanaannya

Fragmentasi
a) Apakah ada tugas dan fungsi dari Struktur Organisasi
tersebut ?
b) Apakah tugas dan fungi tersebut di pahami sampai pada
level terendah ?
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